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PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 8
ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 549);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
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Menetapkan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1252);

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 352);

6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 775);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang
selanjutnya  disingkat = BPKP, merupakan  aparat
pengawasan intern pemerintah.

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen
PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat
tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana
suksesi.

Manajemen Talenta BPKP adalah sistem manajemen karier
ASN BPKP yang diselenggarakan dengan meliputi tahapan
Analisis Kebutuhan  Talenta, Identifikasi Talenta,
Penetapan Talenta, Pengembangan Talenta, Retensi
Talenta, Evaluasi Talenta, Penempatan Talenta, dan
Pemantauan  Talenta yang  diprioritaskan  untuk
menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial

dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang
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dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk

memenuhi kebutuhan BPKP.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
pelaksanaan dan pengelolaan Manajemen Talenta di
lingkungan BPKP.

Peraturan Badan ini bertujuan agar Manajemen Talenta di
lingkungan BPKP terselenggara secara efektif dan efisien.
Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Badan ini meliputi pengelolaan
talenta pada setiap level jabatan.
Level Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan

Pelaksana di lingkungan BPKP.

Pasal 4

Manajemen Talenta dilaksanakan berdasarkan sistem merit

dengan prinsip:

a.

o

o o o

=

objektif;

terencana;

terbuka;

tepat waktu;

akuntabel;

bebas dari intervensi politik; dan

bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 5

Infrastruktur Manajemen Talenta terdiri dari:

a.

b.

peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan
kritikal;

profil talenta;
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forum pimpinan;

standar metode dan penilaian dalam metode assessment
center dan uji kompetensi yang ditetapkan secara
nasional,

standar kompetensi jabatan BPKP;

standar penilaian kinerja riil;

pola karier;

program pengembangan talenta;

panitia seleksi;

basis data sumber daya manusia;

sistem informasi Manajemen Talenta ASN; dan

anggaran.

Pasal 6

Sekretaris Utama bertanggung jawab atas pengelolaan

Manajemen Talenta.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Utama berwenang

untuk:

a. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi
penyelenggaraan Manajemen Talenta di lingkungan
BPKP;

b. melakukan internalisasi Manajemen Talenta kepada
seluruh Pegawai ASN di lingkungan BPKP secara
menyeluruh dan integral;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi Manajemen
Talenta; dan

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Manajemen Talenta kepada Kepala BPKP.

Pasal 7
Sekretaris Utama dapat melimpahkan kewenangan
pengelolaan Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Kepala Biro Sumber Daya
Manusia.
Biro Sumber Daya Manusia bertugas mengelola

Manajemen Talenta di lingkungan BPKP.
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